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ABSTRAK 

Anggun Amanda Endah Pratiwi 

Sengketa Konsumen antara Bank dan Nasabah terdapat dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Bank memberikan jasa 

penyimpanan keuangan nasabah melalui tabungan Bank Rakyat Indonesia atas 

nama nasabah M. Rabbany Khalid sebagai pihak pemilik tabungan nasabah/ 

Konsumen. Konsumen merasa dirugikan akibat berkurangnya dana tabungan 

nasabah di Automated Teller Machine (ATM) sebesar Rp. 81.000.000,00 

(delapan puluh satu juta rupiah). Dari putusan tersebut timbul pertanyaan, 

bagaimana pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dan pertimbangan 

hukum hakim Mahkamah Agung tersebut? 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan analisis. Dari penelitian yang dilakukan diketahui 

bahwa keputusan BPSK bersifat final dan mengikat dan terhadap Putusan 

BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan. Hal ini jelas menimbulkan 

ketidakpastian dalam hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK (untuk 

selanjutkan disebut PERMA No. 1 Tahun 2006). Dari penelitian ini diketahui 

bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan 

permohonan kasasi tepat karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Maros adalah putusan yang cacat secara hukum dan Putusan 

Pengadilan Negeri Maros juga telah salah menerapkan pertimbangan Judex 

Facti sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah 

Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.  

Penelitian ini adalah Pengajuan keberatan tidak dikenal dalam sistem Hukum 

Acara Perdata di Indonesia. Sementara itu, pengaturannya di dalam UUPK 

terutama menyangkut sisi hukum acaranya tidak tuntas. Disarankan putusan 

yang dikeluarkan oleh BPSK seharusnya memiliki dasar hukum yang tetap 

sehingga putusan tersebut adil bagi kedua belah pihak bukan hanya sekedar 

menurut pendapat majelis semata. 

 

Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Perbankan, Bank Rakyat Indonesia 

 

  


